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PT RUMAH SAKIT PELNI

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
No. 03.30/ARS/XI1/2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA (BOARD MANUAL)
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PT. RUMAH SAKIT PELNI

DIREKSI PT. RUMAH SAKIT PELNI

Menimbang : 1. Bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai Organ Utama Perseroan
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai peran
yang penting dalam hubungan kerja guna pencapaian tujuan
Perseroan.

2. Bahwa hubungan kerja yang efektif antar Direksi dan Dewan
Komisaris merupakan suatu bentuk penerapan Tata Kelola Perseroan
yang baik (Good Corporate Governance) sehingga diperlukan
panduan mekanisme hubungan kerja dalam bentuk Board Manual.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT. Rumah Sakit PELNI
mengenai Pemberlakuan Pedoman Tata Laksana Kerja (Board
Manual) Direksi dan Dewan Komisaris PT. Rumah Sakit PELNI.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16 Agustus 2007
Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
106).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara
3. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No PER-09/MBU/2012
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4. tentang Penerapan Tata Kelola Perseroan yang baik (Good Corporate
Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan.

6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor. 44 tahun 2009
tentang Rumah Sakit.

7. Akta Pendirian PT Rumah Sakit PELNI Nomor 07 Tahun 2007 Tanggal
09 November 2007, dan yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 36
Tanggal 31 Maret Tahun 2020 yang dibuat di Kantor Notaris Ashoya
Ratam, Sarjana Hukum, yang terlah memperoleh persetujuan
Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.
AHU-AH.01.03-0172907 tanggal 02 April 2020.

8. Keputusan Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Rumah Sakit
PELNI tanggal 28 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Anggota Direksi serta Perubahan Nomenklatur Jabatan
Anggota Direksi

0. Surat Keputusan Direksi PT Rumah Sakit PELNI Nomor
01.01/ARS/X/2021 tentang Pemberlakuan Pedoman Code of Good
Corporate Governance (CoCG).

10.Surat Keputusan Direksi 01.30.1ARS/X11/2021 tanggal 30 Desember
2021 tentang Pemberlakuan Pedoman Code of Conduct.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN DIREKSI PT. RUMAH SAKIT PELNI TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA (BOARD MANUAL)
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PT. RUMAH SAKIT PELNI.

Tata Laksana Kerja (Board Manual) Direksi dan Dewan Komisaris PT.
Rumah Sakit PELNI sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat
Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan bersifat mengikat dan
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Direksi

ini.
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KEDUA ¢ Tata Laksana Kerja (Board Manual) Direksi dan Dewan Komisaris PT.
Rumah Sakit PELNI disusun sebagai pedoman bagi Direksi dan Dewan
Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
efisien, efektif, transparan, kompeten, independen dan dapat
dipertanggung jawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang
berkepentingan dan mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.

KETIGA :  Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan
dikemudian hari.

Ditetapkandi : Jakarta
Pada tanggal : 30 Desember 2021

DIREKTUR UTAMA
PT. Rumah Sakit PELNI
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PEDOMAN TATA LAKSANA KERJA (BOARD MANUAL)
DIREKSI DAN KOMISARIS

PT. RUMAH SAKIT PELNI

Visi,Misi dan Nilai PT. Rumah Sakit PELNI diberlakukan sebagai berikut :

A. Visi, Misi, Core Value, Motto, Core Believes, Corporate Culture
1. VISI:

Solusi Terbaik untuk Kesehatan Keluarga dan Mitra Terpercaya dalam
ekosistem Kesehatan Indonesia
atau dalam bahasa inggris:

“The best place for your healing process and your trusted partner in
healthcare”

2. MISI:
1. Memberikan layanan kesehatan terbaik dan mudah diakses tanpa
batas
2. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, ramah, dan tangkas melalui
inovasi, kolaborasi dan dijitalisasi
3. Membangun Daya Saing Perusahaan berbasis nilai manfaat dalam
industry kesehatan Indonesia.

3. CORE VALUE

Tentang Penetapan Nilai-Nilai Utama Akhlak Menjadi Nilai Utama Budaya
PT RS PELNI Sebagai Landasan Mewujudkan Pencapaian Visi dan Misi
Perusahaan.

A Penjabaran AKHLAK :Amanah adalah memegang teguh kepercayaan
Yang diberikan.

a. Kata kunci : Integritas, tulus, konsisten, dapat dipercaya

b. Kalimat afirmasi : Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan

c. Panduan perilaku : Memenuhi janji dan komitmen, bertanggung
jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan, berpegang
teguh kepada nilai moral dan etika

K Kompeten adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas .

Kata kunci : Kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, ahli

dibidangnya

a. Kalimat afirmasi : Kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

b. Panduan perilaku : Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab
tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar,
menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik



H Harmonis adalah saling peduli dan menghargai perbedaan

a.
b.
c.

Kata kunci : Peduli/caring, menghargai perbedaan (diversi)

Kalimat afirmasi : Kami saling peduli dan menghargai perbedaan
Panduan perilaku : Menghargai setiap orang apapun latar
belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan
kerja yang kondusi

L Loyal adalah berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan

negara
a.
b.

C.

Kata kunci : Komitmen, dedikasi / rela berkorban, kontribusi

Kalimat afirmasi : Kami berdedikasi dan mengutamakan bangsa dan
negara

Panduan perilaku : Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan,
BUMN, dan negara, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih
besar, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan
hukum dan etika

A Adaptif adalah terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan
perubahan

a.
b.

o

Kata kunci : Inovasi, antusias terhadap perubahan, proaktif

Kalimat afirmasi : Kami terus berinovasi dan antusias dalam
menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

Panduan perilaku : Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik,
terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan
teknologi, bertindak proaktif

K Kolaboratif adalah membangun semangat kerja yang sinergis

a. Kata kunci : Kesediaan bekerja sama, sinergi untuk hasil yang lebih
baik

b. Kalimat afirmasi : Kami mendorong kerjasama yang sinergis

c. Panduan perilaku : Memberi kesempatan kepada berbagai pihak
untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan
nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya
untuk tujuan bersama.

4. MOTTO : “"WE CARE AND WE CURE"

5. CORE BELIEVES

a. Customer Focus : Mengutamakan
kepuasan pelanggan

b. Good Corporate Governance (TARIF) the
spirit of Transparency, the needs of
Accountability, sense of Responsibility, the
power of Integrity , lead to Fairness

c. Capability : Organisasi yang kuat
dengan tim building yang solid dan
kompeten



d. Human  Capital . Sebagai Dbasis
pembangunan keunggulan daya saing
e. Accounting . Akurat dan Prudent,

. CORPORATE CULTURE : Tiga Budaya Aman,  Ringkas,
Menyembuhkan

Aman : Budaya yang berfokus pada keselamatan pegawai, pasien dan
Organisasi, berdasarkan 16 (enambelas) mata rantai yang diwakili oleh
SIMBOL BUDAYA AMAN bersumber dari buku JCI dan buku anti Fraud;

Ringkas : Berfokus ada Efisiensi diseluruh aspek Kegiatan, 7 (Tujuh) jurus
Ringkas diwakili oleh SIMBOL BUDAYA RINGKAS;

Menyembuhkan : Berfokus pada menciptakan lingkungan yang
memberikan pengalaman positif bagi pasien dan keluarganya untuk
mempercepat proses penyembuhan.



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Penyusunan Board Manual merupakan salah satu wujud komitmen Perseroan
dalam mengimplementasikan Good Corporate Governance (GCG) secara
konsisten dalam rangka pengelolaan Perseroan untuk menjalankan misi dan
mencapai visi yang telah ditetapkan.

Board Manual disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum Perseroan, ketentuan
Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan
Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik (best practices) Good Corporate
Governance.

Board Manual adalah petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi
yang menjelaskan tahapan aktivitas secara terukur, sehingga dapat menjadi
acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan fungsi
masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perseroan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Board Manual ini adalah pedoman secara garis besar hal-hal yang menjelaskan
tata laksana bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta hubungan kerja Direksi dan
Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sesuai peran dan fungsinya, agar
tercipta pengelolaan Perseroan secara professional, transparan dan efisien.
Board Manual ini disusun dengan tujuan :
1. Menjadi rujukan/pedoman tentang tugas pokok dan fungsi kerja Direksi dan
Dewan Komisaris
2. Meningkatkan kualitas dan efektivitas hubungan kerja antar Direksi dan
Dewan Komisaris
3. Menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yakni
Transparansi, Akuntabillitas, Independensi, dan Kewajaran di setiap kegiatan
Perseroan.
C. RUANG LINGKUP
Board Manual ini mengatur dan menjelaskan pola hubungan kerja yang baku
antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung



jawab masing-masing agar tercipta Tata Kelola Perseroan yang Baik berdasarkan

prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan kewajiban.

. DAFTAR ISTILAH
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10.

115

Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu
proses dan mekanisme pengelolaan Perseroan berlandaskan peraturan
perundang-undangan dan etika berusaha.

Stakeholders adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan BUMN karena
mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan.

Perseroan adalah Perseroan PT. Rumah Sakit PELNI.

Anak Perseroan adalah Perseroan Terbatas yang sebagian besar (51% )
dimiliki oleh PT Pertamina Bina Medika IHC, PT PELNI (Persero), dan 48.98%
sahamnya dimiliki oleh PT. PELNI (Persero)

Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan
Komisaris dan Direksi.

Pemegang Saham adalah pihak yang tercatat dalam Akta Perseroan selaku

Pemegang Saham Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah Organ Perseroan yang
memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala
wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

RUPS Anak Perseroan adalah organ Anak Perseroan yang memegang
kekuasaan tertinggi pada Anak Perseroan dan memegang segala
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi Anak Perseroan atau

Dewan Komisaris Anak Perseroan.

Dewan Komisaris adalah Organ Persero yang bertugas melakukan
pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan

kegiatan kepengurusan Persero.

Anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan Anggota Dewan

Komisaris termasuk Komisaris Utama.

Komisaris Independen adalah Komisaris Independen yang tidak memiliki
hubungan keuangan, kepengurusan kepemilikan saham dan atau hubungan



12.

13,

14,

15.

16.

17,

18.

19.

keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau
Pemegang Saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi
kemampuannya untuk bertindak secara independen.

Komite Audit adalah komite yang membantu Dewan Komisaris untuk
memperoleh keyakinan yang memadai bahwa asset Perseroan telah
digunakan secara efektif dan efisien oleh manajemen yang dilaporkan dalam
laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum
dan telah diaudit oleh Auditor Independen. (Pedoman Komite Audit).

Komite Lainnya adalah komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris
untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan operasional
Perseroan sudah dilakukan sesuai dengan aturan-aturan tentang Good
Corporate Governance (GCG) yang berlaku.

Seketaris Dewan Komisaris adalah satuan fungsi struktural di bawah Dewan
Komisaris yang bertugas untuk memberikan dukungan kepada Dewan
Komisaris dalam melaksanakan tugasnya.

Direksi (Board of Director) adalah Organ Perseroan yang bertanggung jawab
atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta
mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

Anggota Direksi adalah orang perorangan Anggota Direksi termasuk Direktur
Utama.
Auditor Internal adalah Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan

Perseroan yang bertugas untuk melakukan audit serta memastikan Sistem
Pengendalian Internal Perseroan dapat berjalan secara efektif pada
Perseroan dan Anak Perusahaan/SBU.

Auditor Eksternal adalah Auditor Independen yang melakukan audit atas
Laporan Keuangan Perseroan. Auditor Eksternal diantaranya adalah Badan
Pemeriksan Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

Kesekretariatan Perusahaan (Corporate Secretary) adalah satuan fungsi
struktural dalam organisasi Perseroan yang bertugas untuk memberikan
dukungan kepada Direksi dalam melaksanakan tugasnya.



20. Barang Tidak Bergerak/Aktiva Tetap adalah Aktiva berwujud yang diperoleh
dalam bentuk siap pakai, baik melalui pembelian atau dibangun lebih dahulu,
yang digunakan dalam kegiatan usaha Perseroan serta tidak dimaksudkan
untuk dijual dalam rangka kegiatan normal Perseroan dan mempunyai masa
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

21. Daftar Khusus adalah Daftar yang berisikan kepemilikan saham Dewan
Komisaris, Direksi dan keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya), pada
Perseroan lain.

22. Hari, pengertian hari yang dimaksud dalam dokumen ini adalah hari kerja
efektif dan bukan hari kalender.

E. VISI DAN MISI

Visi

“SOLUSI TERBAIK UNTUK KESEHATAN KELUARGA DAN MITRA TERPERCAYA

DALAM EKOSISTEM KESEHATAN INDONESIA”

Misi

1. Memberikan layanan kesehatan terbaik dan mudah diakses tanpa batas.

2. Menciptakan lingkungan kerja yang aman, ramah dan tangkas melalui
inovasi, kolaborasi serta dijitalisasi.

3. Membangun daya saing perusahaan berbasis nilai manfaat dalam industri
kesehatan Indonesia.

4,

F. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 20117 tentang
Perseroan Terbatas

2. Anggaran Dasar Perseroan

3. Peraturan Menteri BUMN Nomor 01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang
Penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik (Good Corporate Governance)
pada Badan Usaha Milik Negara.

4. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan,
Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan
Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara



10.
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Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 100/MBU/2002 tentang
Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara

Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No SK-16/S.MBU/2002
tentang Penyusunan Rencana Kerja Jangka Panjang Badan Usaha Milik
Negara

Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012
tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata
Kelola Perseroan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha
Milik Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah
Sakit

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Undang-Undang Nomor 77 tahun 2015 tentang Peroman Organisasi Rumah
Sakit.



BAB II

PEMEGANG SAHAM DAN RUPS

A. Pengertian Pemegang Saham

Pemegang Saham adalah pemilik modal PT. Rumah Sakit PELNI. Pemegang

Saham Perseroan adalah PT Pertamina Bina Medika IHC dengan jumlah

kepemilikan saham sebesar 51 %, PT. PELNI (Persero) sebagai Pemegang Saham

dengan kepemilikan sebesar 48,98 % dari modal Perseroan, Pemegang Saham

Minoritas adalah Yayasan Kesehatan Pensiunan PELNI (YKPP) dengan

kepemilikan sebesar 0,02% dari modal Perseroan.

B. Hak Pemegang Saham

Perseroan menjamin bahwa Pemegang Saham Minoritas mendapatkan perlakuan

yang sama dengan Pemegang Saham Mayoritas berkaitan dengan pemenuhan

haknya, yaitu dalam hal :

a.

Mengajukan usulan materi untuk dimasukkan dalam agenda RUPS sesuai
dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Memperoleh penjelasan lengkap mengenai prosedur yang harus dipenuhi
agar dapat menghadiri, berpartisipasi, dan memberikan suara dalam RUPS.
Memperoleh informasi material mengenai Perseroan secara lengkap dan
akurat dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris secara tepat waktu dan teratur;
kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.

Menerima pembagian keuntungan dari Perseroan dalam bentuk deviden dan
pembagian keuntungan lainnya berdasarkan RUPS, sebanding dengan jumlah
saham yang dimiliki.

Didalam RUPS mendapatkan perlakuan setara berdasarkan jenis dan
klasifikasi saham yang dimilikinya.

Memeriksa daftar Pemegang Saham dan daftar khusus Perseroan.

Meminta Perseroan untuk menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Melakukan atau meminta dilakukan pemeriksaan terhadap perseroan apabila
diduga terdapat perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.



i. Mengajukan permohonan likuidasi Perseroan kepada Pengadilan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

j.  Meminta pembelian kembali saham oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

k. Mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila
dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa
alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Dewan Komisaris.

C. Tanggung Jawab Pemegang Saham

a. Tanggung jawab Pemegang Saham sebatas pada modal yang telah disetor
kepada Perseroan. Pemegang Saham tidak bertanggung jawab secara pribadi
atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan.

b. Batasan tanggung jawab Pemegang Saham sebesar modal yang disetor
kecuali apabila :

1) Pemegang Saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak
langsung, dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan semata-mata
untuk kepentingan pribadinya.

2) Pemegang Saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan
hukum yang dilakukan Perseroan.

3) Pemegang Saham yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak
langsung, melawan hukum dengan menggunakan kekayaan Perseroan.

c. Pengambilan keputusan dalam RUPS harus berdasarkan pada praktik
korporasi yang sehat dengan memperhatikan kepentingan usaha Perseroan
dalam jangka panjang.

d. Dalam hal Pemegang Saham menjadi pemegang saham pengendali pada
beberapa Perseroan, perlu diupayakan agar akuntabilitas dan hubungan

antar-Perseroan dapat dilakukan secara jelas.

D. Transparansi Pemegang Saham

Transparansi Pemegang Saham diwujudkan dengan pengungkapan informasi
tentang Pemegang Saham yang sebenarnya (u/timate shareholders).
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E. Akuntabilitas Pemegang Saham

F.

Akuntabilitas Pemegang Saham diwujudkan dengan cara :

al

Memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan yang dibuat
dalam RUPS.

Tidak mencampuri kegiatan operasional Perseroan yang menjadi tanggung
jawab Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Mendorong pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance dalam proses
pengelolaan Perseroan.

Prinsip Dasar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS sebagai Organ Perseroan merupakan wadah pada Pemegang Saham untuk

mengambil keputusan penting berkaitan dengan modal yang ditanam dalam

Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Keputusan yang diambil dalam

RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka

panjang.

Wewenang RUPS

RUPS memiliki kewenangan untuk :

a.

Mengangkat dan memberhentikan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
dengan dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham .

Menerima pengunduran diri Dewan Komisaris atau Direksi.

Menetapkan pembagian tugas dan kewenangan setiap anggota Direksi,
setelah mendengar pendapat Dewan Komisaris dan kewenangan ini dapat
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, baik secara kolektif maupun
individu.

Menetapkan penghasilan, tantiem dan fasilitas lainnya bagi Direksi dan
Dewan Komisaris dengan memperhatikan kondisi kesehatan keuangan
Perseroan dan kinerja individual Dewan Komisaris dan Direksi. Kewenangan
menetapkan penghasilan, tantiem, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi

Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
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f. Menerima dan mengesahkan atau menolak laporan tahunan Perseroan yang
telah diaudit oleh akuntan publik dengan memperhatikan juga kualitas
laporan penerapan GCG di Perseroan.

g. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan.

h. Menetapkan akuntan publik dengan mempertimbangkan pendapat Komite
Audit. Kewenangan ini dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris.

i. Memutuskan antara lain : perubahan jumlah modal, perubahan Anggaran
Dasar Perseroan, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan,
pembubaran Perseroan, investasi/divestasi material yang memenubhi kriteria
10% dari revenue atau 20% dari ekuitas.

j.  Memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau melepaskan hak atau
menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 50% dari harta
kekayaan Perseroan.

k. Memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, yang
pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

I.  Menetapkan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha.

H. Pelaksanaan RUPS

a. RUPS Tahunan diadakan untuk membahas laporan tahunan dan perhitungan
tahunan Perseroan, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
buku. Apabila Direksi dan Dewan Komisaris lalai menyelenggarakan RUPS
Tahunan pada waktu yang telah ditentukan atas permintaan Pemegang
Saham, maka Pemegang Saham (dengan kepemilikan 10% dari saham
dengan hak suara yang sah) berhak memanggil sendiri RUPS Tahunan
dimaksud atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

b. RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh
Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham untuk menetapkan hal-hal
yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan. Dalam hal Pemegang Saham
(dengan kepemilikan 10% dari saham dengan hak suara yang sah) meminta
dilaksanakan RUPS Luar Biasa, dan Direksi atau Dewan Komisaris lalai
menyelenggarakannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan
tersebut, maka atas biaya Perseroan, Pemegang Saham tersebut dapat

menyelenggarakan rapat dimaksud setelah mendapat ijin dari Ketua
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Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
Perseroan.

I. Aturan Penyelenggaraan RUPS

a. Direksi menjadi penyelenggara Rapat Umum Pemegang Saham.

b. Pemanggilan RUPS mencakup informasi mengenai tempat, waktu, dan acara
rapat.

c. Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan
tanggal RUPS, yang disertai dengan penjelasan bahwa bahan RUPS sudah
tersedia di kantor Perseroan.

d. Dinamika yang terjadi dan putusan yang diambil dalam RUPS dituangkan
dalam Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris.
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BAB III
DEWAN KOMISARIS

A. PERSYARATAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS
1. Persyaratan
Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon Anggota Dewan
Komisaris meliputi persyaratan formal dan persyaratan material. Persyaratan
formal merupakan persyaratan yang bersifat umum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sedangkan persyaratan material
merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis
PT. Rumah Sakit PELNI.
a. Persyaratan Formal

Orang perseorangan yang :

1) Cakap melaksanakan perbuatan hukum

2) Tidak pernah dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
sebelum pengangkatannya.

3) Tidak pernah menjadi Anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya.

4) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang
merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum
pengangkatannya.

5) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau hubungan karena
perkawinan sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus
maupun garis ke samping dengan Anggota Dewan Komisaris dan/atau
Anggota Direksi lainnya.

6) Tidak boleh memangku jabatan rangkap sebagai :

(a) Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha
Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.

(b) Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,
pengurus Partai politik dan/atau calon/anggota Legislatif dan/atau
calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah; dan/atau.

(c) Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
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7) Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai dalam
rangka menjalankan fungsinya.

. Persyaratan Material

Persyaratan material merupakan persyaratan kualitas perorangan sesuai

kebutuhan PT. Rumah Sakit PELNI.

1) Memiliki integritas, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak
langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik
menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan
Perseroan dimana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.

2) Dedikasi

3) Memahami masalah-masalah manajemen Perseroan yang berkaitan
dengan salah satu fungsi manajemen

4) Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perseroan

5) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan
fungsinya

Khusus sebagai Komisaris Independen terdapat persyaratan tambahan
berupa kriteria independensi sesuai dengan Peraturan Menteri Negara
Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan
Tata Kelola Perseroan yang Baik (Good Corporate Governance) pada
Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Persyaratan Lainnya :

1) Bukan merupakan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota
Legislatif dan/atau anggota Legislatif

2) Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil
Kepala Daerah

3) Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan
benturan kepentingan dengan Perseroan kecuali menandatangani
surat pernyataan bersedia mengundurkan diri pada salah satu jabatan
tersebut jika terpilih sebagai Anggota Dewan Komisaris.

4) Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit
yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai Anggota Dewan

Komisaris).
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5) Kriteria tambahan lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dapat
ditentukan melalui rapat Dewan Komisaris setelah
mempertimbangkan hasil kajian Anggota Komisaris yang menjalankan
fungsi dan Remunerasi.

2. Keanggotaan Dewan Komisaris

a.

Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih. Dalam
hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota maka salah
seorang Anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama.
Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 orang anggota merupakan
majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak
sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Pembagian Tugas diantara para Anggota Dewan Komisaris diatur oleh
mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugasnya dapat dibantu oleh
seorang Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris.

Apabila oleh suatu sebab jabatan Anggota Dewan Komisaris lowong,
maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi
lowongan itu dengan tetap memperhatikan kualifikasi calon Anggota

Dewan Komisaris.

Para Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon-calon yang
diusulkan oleh para Pemegang Saham dan pencalonan tersebut mengikat
bagi RUPS.

Kepada Anggota Dewan Komisaris baru wajib diberikan program

pengenalan.

Mekanisme pencalonan Anggota Dewan Komisaris oleh pada Pemegang
Saham, seleksi para calon Anggota Dewan Komisaris hingga
pengangkatan Anggota Dewan Komisaris oleh RUPS akan dijabarkan
tersendiri dalam sebuah kebijakan kriteria seleksi dan prosedur nominasi
yang ditetapkan oleh RUPS.

16








































































